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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap
pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman serta pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana pemerasan yang berdasarkan
putusan No. 427/PID.B/2011/PN.MTR. Penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif yang menggunakan bahan hukum kepustakaan berupa bahan hukum primer,
sekunder dan tersier. dengan melakukan cara/teknik studi dokumen untuk dapat
mengkaji permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian penerapan sanksi
pidana terhadap pelaku di pandang masih ringan yaitu dengan pidana penjara 7 bulan
dibandingkan dengan ancaman pidana yang terdapat di dalam KUHP. Pertimbangan
Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan pemidanaan terhadap terdakwa tidak boleh hanya
dilihat dari aspek yuridisnya saja melainkan mempertimbangkan hal yang bersifar
sosiologis yang melatar belakangi perbuatannya tersebut baik dari keadaan kondisi
sosial budaya, psikologis atau kemampuannya dalam bertanggung jawab.
Kata Kunci : Penerapan Pidana, Pertimbangan hakim.

ASPECT ANALYSIS OF CRIMINAL IMPLEMENTATION ON THE
CRIMINAL ACTION OF CREATION AND FREEDOM (Study Decision No .:
427/ PID.B/2011/PN.MTR.)

Abstract

This study aims to determine the application of criminal law for people
involved in rape and threats as well as the insight of judges in filing decisions on
perpetrators of crimes committed by one of the Karang Tapen residents based on
decision No. 427 / PID.B / 2011 / PN.MTR. This research is a normative legal
research that uses data sourced from literature and basic, secondary and tertiary
materials. Data collection is done by document study in order to study the civilizations
studied. Based on the results of the research, the application was translated into
Indonesian by: consideration of the judge in imposing decisions in determining
juridical and non-juridical considerations
Keywords: Application of Pidan, Judge Consideration



I. PENDAHULUAN

Kejahatan pemerasan merupakan salah satu cara yang sering digunakan
oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatannya. Salah satu faktor
yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pemerasan adalah faktor
ekonomi, kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat, serta
ketidakpuasan dengan pendapatan yang minim dan ketiadaan pendapatan yang sah
sering membuat individu didalam masyarakat untuk berpikir jahat untuk
memenuhi kebutuhannya dari kejahatan yang dilakukan. Seperti halnya yang
terjadi di kawasan Cilinaya Lingkungan Karang Tapen di sebuah tempat parkir
Mataram Mall, telah terjadi tindak pidana Pemerasan dengan pengancaman yang
dilakukan pada waktu malam hari. Apabila di lihat dari waktu kejadian yang
dilakukan pada malam hari, maka pelaku seharusnya di ancam dengan Pasal 369
Ayat (1) yaitu sanksi pidananya adalah 4 tahun penjara, akan tetapi di dalam
putusan pengadilan, hakim memutus perkara tersebut dengan pidana penjara
hanya 7 bulan saja.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka ada beberapa hal yang
menjadi pokok permasalahan dalam penelitian, yakni: 1) bagaimanakah
penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan atau
pengancaman  berdasarkan putusan No. 427/PID.B/2011/PN.MTR. 2)
Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku
tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh salah seorang warga lingkungan
Karang Tapen berdasarkan putusan No. 427/PID.B/2011/PN.MTR. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak



pidana pemerasan atau pengancaman berdasarkan putusan  Nomor
427/P1D.B/2011/PN.MTR dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam
tindak pidana pemerasan terhadap salah seorang warga di Lingkungan Karang
Tapen berdasarkan putusan Nomor 427/P1D.B/2011/PN.MTR. Manfaat dalam
penelitian ini yaitu Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan
masukan bagi ilmu pengetahuan. Secara praktis Hasil penelitian ini dapat
dijadikan rujukan oleh para praktisi hukum dalam rangka menerapkan,
mengembangkan dan penegakan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan
masalah yang dalam pembahsan penelitian ini.

Agar penelitian ini tidak meluas maka, penelitian ini difokuskan pada
penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan
pengancaman serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
bagi pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman terhadap salah seorang
petugas parkir berdasarkan putusan No: 427/PID.B/2011/PN.MTR.

Jenis penelitian adalah penelitian normatif, dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Sumber hukum dalam
penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan, jenis bahan hukum yang
digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik memperoleh
bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen. Analisis yang digunakan
dalam penelitian ini menggunakan metode Vyaitu penerapan penafsiran

(hermeneutik).



Il. PEMBAHASAN

Terdakwa MULUDIN Alias LETEK pada hari Sabtu 02 April 2011 sekitar
Pukul 19.30 WITA mendatangi sebuah area parkir Mataram Mall, Kel.
Sandubaya, Kec. Cakranegara. Setiap malam Minggu terdakwa MULUDIN Alias
LETEK selalu meminta uang kepada petugas parkir di sekitaran Mataram Mall
sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua
puluh ribu rupiah), dengan alasan untuk uang keamanan dan pada saat terdakwa
meminta uang, terdakwa mengatakan bahwa jika uang tidak diberikan maka
terdakwa akan merusak motor yang berada di parkiran. Tidak beberapa lama
kemudian datanglah anggota POLDA NTB AZET MUTTAKIM dan ENDRO
SUJITO menghampiri terdakwa MULUDIN Alias LETEK, selanjutnya
MULUDIN Alias LETEK dan uang yang didapat dari tukang parkir sebesar Rp.
35.000,- (tiga puluhlima ribu rupiah) serta 12 lembar kertas berstempel Pemuda
LingkunganKarang Tapen dibawa ke Polda NTB.

Dalam memutus suatu perkara Hakim harus berpatokan pada KUHAP dan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta
harus melihat pada unsur-unsur pidananya dalam KUHP ataupun undang-undang
yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tanpa
mengurangi tujuan dan maksud dari pemberian pidana. Berdasarkan analisis
penyususn dalam putusan hakim Nomor 427/PID.B/2011/PN MATARAM pada
point pertama majelis hakim menyatakan terdakwa Muludin Alias Letek telah
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan dengan

pengancaman. Menurut penyusun, hakim dalam menjatuhkan putusan telah keliru



dalam memutus perbuatan terdakwa, sebagaimana telah diketahui kasus posisi
serta fakta yang ditemukan dalam persidang bahwa ia terdakwa Muludin alias
Letek tidak hanya melakukan pemerasan dengan pengancaman akan tetapi
Muludin juga melakukannya dengan cara memaksa.

Pada point kedua, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
Muludin alias Letek dengan pidana penjara selama 7 bulan. Menurut penyusun
pidana yang dijatuhkan oleh hakim terlampau ringan mengingat perbuatan
terdakwa dilakukan pada malam hari. Apabila kita melihat pada ketentuan Pasal
369 ayat (1) KUHP yang berbunyi yang menyatakan bahwa barangsiapa dengan
maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan
ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau
supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana
penjara paling lama empat tahun. Hal ini seharusnya lebih diperhatikan oleh
hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku khususnya pelaku
pengancaman dengan kekerasan, mengingat bahwa pengancaman dengan
kekerasan marak terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah
memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan melanggar Pasal
368 Ayat (1) KUHP. Dari segi ancaman pidananya menurut Pasal 368 Ayat (1)
KUHP, dari beberapa pertimbangan hakim yang berkenaan dengan Pasal yang

dimaksud dan dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu



dakwaan yang menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 368 ayat (1)
yang unsur-unsurnya sebagai berikut : 1) Unsur subjektif : dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. 2) Unsur
objektif : a) Memaksa, b) Orang lain, c¢) Dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan, d) Untuk memberikan atau menyerahkan suatu benda yang sebagian
atau seluruhnya, e) Supaya membuat hutang, f) Untuk meniadakan piutang.

Dari hasil penelitian serta melihat beberapa fakta-fakta tersebut yang
berkenaan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang kemudian
merujuk pada pertimbangan hukum hakim berikut dengan hasil analisis di atas
maka penyusun berpendapat bahwa penerapan ketentuan pidana dalam perkara ini
yakni Pasal 368 ayat (1) KUHP telah sesuai dan tepat dengan ancaman pidana
sesuai dengan BAB XXIII tentang pemerasan dan pengancaman Pasal 368 Ayat
(1) KUHP adalah pidana penjara paling lama sembilan tahun, dengan
menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan sah melakukan tindak pidana
“Pemerasan”

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan
putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengolah dan
memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini
bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan terdakwa, serta tuntutan jaksa maupun
muatan psikologis sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa
dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan

profesionalisme.



Vi

Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang
menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Setelah proses
pemeriksaan selama di persidangan telah selesai maka hakim dapat mengambil
keputusan yang sesuai dengan perbuatan dari terdakwa. Namun sebelum hakim
menjatuhkan sanksi pidana, hakim haruslah melakukan tindakan berupa melihat
terlebih dahulu tentang kebenaran perbuatan yang diajukan kepadanya dengan
cara melihat bukti-bukti yang ada. Setelah itu hakim harus mempertimbangkan
dan memberikan penilaian terhadap peristiwa yang terjadi dan menghubungkan
dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya menetapkan suatu sanksi pidana
terhadap perbuatan yang dilakukan. Putusan apapun yang menjadi pertimbangan
dijatuhkannya suatu putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah
pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam
persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus
dimuat dalam putusan. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis diantaranya
yaitu :* 1. Dakwaan jaksa penuntut umum; 2. Keterangan saksi; 3. Keterangan
terdakwa; 4. Barang-barang bukti.

Selain melihat pertimbangan yuridis hakim juga melihat pertimbangan
yang bersifat non yuridis yaitu mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang
dijatuhi pidana oleh hakim yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa,
akibat perbuatan terdakwa, serta kondisi terdakwa, ditambah hakim haruslah
yakin apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang

termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

'Marlina, Hukum Penitensier, Cet-1, Refika Aditama, Bandung, 2011, him. 146-147



vii

Terkait dengan pertimbangan tersebut dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga telah diatur bahwa
: % “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib
memperhatikan pada sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa”

Dasar keyakinan yang digunakan oleh hakim untuk menentukan bahwa
terdakwa bersalah adalah keyakinan dari hati nurani yang suci dan tidak
dipengaruhi unsur dari luar tetapi keyakinan yang bersumber dari Maha Pencipta,
maka hakim dalam keputusannya selalu didahului dengan ucapan “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis) yang
didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan didalam
putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah
dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. dalam upaya membuat
putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan
yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa,
keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan pidana, dan
pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa,
akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa,
ditambah hakim haruslah meyakin apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana
atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang

didakwakan kepadanya.

’Indonesia, Undang-Undang Nomor Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 43 Tahun
2009, LN. Nomor. 157, TLN. Nomor 5076, Pasal 8 Ayat 2



viii

Pertimbangan hakim sangatlah penting dalam menentukan bersalah
tidaknya terdakwa serta mengetahui berat ringannya hukuman yang didasarkan
pada fakta dan keyakinan hakim selama persidangan dengan berbagai faktot-
faktor yang memberatkan atau meringankan yang dapat ditemukan dalam
pemeriksaan persidangan bahkan mengenai fakta atau keadaan yang
”memberatkan dan meringankan” terdakwa hendaklah jelas di ungkapkan dalam
uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan karena landasan
yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya
hukuman pidana yang akan dijatunkan kepada terdakwa, tidak terlepas dari
keadaan yang memberatkan atau meringankan. Adapun faktor yang
mempengaruhi tindakan terdakwa dari hal yang membertakan: 1. Perbuatan
terdakwa meresahkan masyarakat, 2. Perbuatan terdakwa melanggar norma
hukum yang berlaku. Sedangankan hal yang meringankan : 1. Belum pernah
dihukum, 2. Bersikap sopan didalam persidangan, 3. Mengakui kesalahannya dan
berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Pengakuan terdakwa atas kesalahannya dan sikap menyesal yang
ditunjukkan terdakwa, sepenuhnya termasuk dalam ranah penilaian subyektif
hakim. Namun demikian hal ini dapat dipertimbangkan sebagai keadaan
meringankan, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut mengurangi tingkat
bahayanya terdakwa. Terkait dengan kesalahan terdakwa bahwa kesalahan itu
dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kesengajaan dan kealpaan, dan dalam kasus ini telah
jelas bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena adanya unsur

kesengajaan.



Dilihat dari fakta-fakta yang terungkap dalan persidangan dapat diketahui
mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari terdakwa bahwa
terdakwa tidak cacat jiwa atau terganggu jiwanya karena penyakit (Pasal 44
KUHP), terdakwa bukan orang yang berusia di bawah 16 tahun (Pasal 45 KUHP),
tidak berada di bawah pengaruh daya paksa (Pasal 47 KUHP), terdakwa tidak
karena melakukan pembelaan terhadap serangan atau ancaman langsung seketika
itu (Pasal 49 KUHP), terdakwa tidak melakukan tindak pidana karena ketentuan
perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), dan dapat berkomunikasi dengan baik
serta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim sehinga dapat dikatakan
terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan
perbuatannya.

Penyusun berpendapat dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor
427/P1D.B/2011/PN MATARAM di Pengadilan Negeri Mataram adalah dasar
pertimbangan yuridis yang berupa dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan
saksi, keterangan terdakwa, serta pertimbangan non-yuridis (sosiologis) berupa

hal-hal yang meringankan serta memberatkan bagi terdakwa.



1. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik
kesimpulan yakni sebagai berikut : 1) Bahwa pasal yang didakwakan oleh
penuntut umum kepada terdakwa MULUDIN alias LETEK telah terbukti
melakukan tindak pidana pemerasan atau pengancaman yang ada pada unsur-
unsur Pasal 368 ayat (1) KUHP atas perbuatan terdakwa tersebut, dimana
majelis hakim menjatuhkan putusan (vonis) berdasarkan isi surat putusan
pemidanaan yang ada pada Pasal 197 KUHAP. 2) Pertimbangan hukum hakim
dalam putusan pemidanaan terhadap perbuatan terdakwa dipandang masih
ringan dengan penjatuhan putusan selama 7 (tujuh) bulan tahanan dikurangi
seluruhnya dari tuntutsn jaksa 1 (satu) tahun, oleh karena itu hakim masih
kurang jelih dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang tidak terlalu
memberikan efek yang lebih berat didalam putusan tersebut, melihat dari latar

belakang perbuatan terdakwa yang sangat meresahkan masyarakat.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut : 1)
Perlunya peran pemerintah daerah untuk meratifikasi peraturan daerah
(PERDA) yang jelas mengenai Tindak pidana Pemerasan/Pengancaman serta
Pungutan Liar, melihat begitu banyaknya terjadi tindak pidana pemerasan atau
pungutan liar di Indonesia khususnya di wilayah Kota Mataram yang
memegang kekuasaan di daerah tersebut. 2) Hakim harus komperehensif atau

berpandangan lebih luas lagi dalam mempertimbangkan hal-hal yang



Xi

memberatkan terhadap terdakwa agar memberikan efek jera yang menciptakan

rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat.
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